Menimbang:

Mengingat:

WALIKOTA PALANGKA RAYA
PERATURAN WALIKOTA PALANGKARAYA

NOMOR 49 TAHUN 2017
TENTANG

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2018-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALANGKA RAYA,

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan
Pasal 4 ayat (2) Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana
Umum Penanaman Modal, Pemerintah Kota
menyusun Rencana Umum Penanaman Modal
Kota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Rencana Umum

Penanaman Modal Kota Palangka Raya Tahun
2018 - 2025;

Undang-undang Nomor S5 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Kotapradja Palangka Raya
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2753);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 387) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 4150);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
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Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4724);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5118);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008
tentang Pedoman Pemberian Insentif dan
Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4861);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
215, Tembahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 53357);

9. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang
Penanaman Modal;

10. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang
Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang

Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang
Penanaman Modal;

11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang
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Memperhatikan :

Menetapkan

12.

13.

14.

15.

Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);

Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor 65 Tahun 2015 tentang Rencana Umum
Penanaman Modal di Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2016 - 2025 (Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 65);
Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran
Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor
11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka
Raya Nomor 4);

Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 47
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota
Palangka Raya 2016 Nomor 47);

Peraturan Waikota Palangka Raya Nomor 295
Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota

Palangka Raya Tahun 2017 Nomor 25, Tambahan
Berita Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan

Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan
Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA TENTANG
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL DI KOTA
PALANGKA RAYA TAHUN 2018-2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Daerah adalah Daerah Kota Palangka Raya.

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
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Pasal S5
(1) Pelaksanaan RUPMK dievaluasi secara berkala oleh Kepala DPM-PTSP
dengan melibatkan SKPD terkait.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling
sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun.
(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan
kepada Walikota.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Palangka Raya.
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